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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Teknologirinformasi dan komunikasi merupakan hal yang sangat dekat 

dengan manusia bahkan sudah menjadi kebutuhan bagi manusia di era 

globalisasi saat ini. Misalnya dunia maya, salahsatu perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi yang menggunakan jaringan (interconnection 

network) untuk dapat membuat manusia berkomunikasi dari jarak jauh tanpa 

harus bertemu secara fisik. 

Internetim(interconnectionmnetworking)madalah suatu jaringan 

komunikasi yangnmenghubungkanmsatummediamelektronik dengannmedia 

yangnlainnya. Standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah 

Transmission ControlnProtocol atau InternetnProtocol Suite (disingkat sebagai 

istilah TCP/IP). TCP/IPminimmerupakanmprotokol pertukaranrmpaket 

(Communication Protocol) yang dapat digunakan untuktmiliaranrlebih 

pengguna yang ada di dunia. Sementara itu, istilah “internetworking”mberarti 

cara/prosesnya dalammmenghubungkanmrangkaian internet besertaipenerapan 

aturannya yangitelah disebutkan sebelumnya.1 

                                                           
1https://www.dewaweb.com/blog/pengertian-internet/, diakses pada hari selasa 10-

maret-2020, pukul 03.15 WIB 

https://www.dewaweb.com/blog/pengertian-internet/
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Banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari adanya teknologi 

internet ini, seperti menambah wawasan dan pengetahuan, berkomunikasi 

dengan siapapun menjadi lebih cepat, hiburan, dan lain-lain, semuanya 

dilakukan hanya dengan satu media elektronik tanpa harus berpergian kemana-

mana. Setelah internet digunakan oleh masyarakatmluas,ninternetmmulai 

digunakanojugaountuk kepentinganobisnis. Sedikitnyaoada duamhal yang 

mendorongikegiatan perdaganganidalam kaitannya dengan kemajuan teknologi 

yaitu meningkatnyaipermintaaniatas produk-produkiteknologi ituisendiri dan 

kemudahanmuntuk melakukanmtransaksi perdagangan.60mSeiring dengan 

perkembanganiteknologi di bidang perdagangan, mulai lah muncul e-commerce 

– e-commerce yangihingga kini digunakan oleh masyarakat. 

Dilihat dari bentuknya, e-commerce pada dasarnya merupakan suatu 

model  transaksi jual-beli, yang dikategorikan sebagai jualtbeli modern karena 

mengimplikasikan inovasi teknologi. Secara umum perdagangannsecaranIslam 

menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkanrbenda 

yang diperjual belikan sewaktu transaksi, sedangkan e-commerce tidak seperti 

itu, dan permasalahannya juga tidaklah sesederhana itu. E-commerce 

merupakan modelnperjanjian jual beli denganikarakteristik yang berbeda 

dengantmodel transaksi jualtbeli biasa, apalagi denganrdaya jangkautyang 

tidaknhanya lokal tapi jugafbersifat global.61 Kondisi tersebut di satu sisitsangat 

banyak menguntungkan konsumen, karenatmempunyai banyak pilihantuntuk 

                                                           
60Agus Raharjo, Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan 

Berteknologi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.1 
61Azhar Muttaqin, Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam, Malang lp, 

Universitas muhamadiah, 2009, hlm.3 
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mendapatkan barang dan harga yang diinginkan tanpa perlu beranjak dari 

tempat tinggalnya akan tetapirdi sisi lain pelanggaranrakan hak-hak konsumen 

sangatnriskan terjadiikarena karakteristikie-commerceiyang khas.62 

MenurutnUndang-Undang Nomorn19 Tahunn2016 tentangnPerubahan 

Undang-UndangmNo.11mTahun 2008mtentangmInformasi danmTransaksi 

Elektronik,iPasal 1 KetentuaniUmum, angka 2idinyatakanibahwa “Transaksi 

Elektronikoadalahoperbuatan hukumoyang dilakukanodengan menggunakan 

Komputer,ijaringaniKomputer, dan/atau mediaielektronik lainnya”. 

Pasal 1 Ketentuan Umum, angka 17 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi 

danoTransaksinElektronik,n“dinyatakan bahwankontrak elektronikmadalah 

perjanjianipara pihakiyangidibuatimelalui sistemielektronik”. 

Pasalo9iUndang-UndangiNomor 19oTahun 2016 tentangiPerubahan 

Undang-UndangmNo.11mTahun 2008 tentangmInformasimdanmTransaksi 

Elektronik, “Pelakumusaha yangmmenawarkanmprodukmmelaluimSistem 

Elektronikuharus menyediakan informasityang lengkaptdan benartberkaitan 

dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”. 

Pada dasarnya kontrak – kontrak konvensional dengan kontrak 

elektronik itu sama, yang menjadi pembeda diantaranya yaitu kontrak 

konvensional pada umumnya ditulis diatas kertas yang lalu disepakati oleh para 

pihak dan ditandatangani secara langsung sedangkan kontrak elektronik 

                                                           
62https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik, diakses pada hari selasa 10-

maret-2017, pukul 04.00 WIB 
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kontraknya dibuat melalui sistem elektronik yang disepakati oleh para pihak 

tanpa adanya pertemuan secara langsung. 

E-Contract atau electronic contractimerupakan suatu perjanjian yang 

dilakukan melalui media komputeridan internet yangidilakukan oleh satu atau 

lebih mengikatkantdiri kepadarorang lain untuk melakukanttransaksi niaga. E-

contractrsebagairbentuk konkrit hubungan hukumbantara pelaku usaha dengan 

konsumen. E-contract ini lahir dari adanya perkembangan hukum kontrak di 

erarglobalisasi yang memilikiijangkauaniluas tanpa batas hingga lintas negara. 

Sehingga dari mulai subyek hukum sampai obyek hukumnya melibatkan 

hukum perdatatinternasional. E-contract lahir di zaman atau era globalisasi, 

namun harus tetap tunduknpada ketentuannBukunIII (tiga) Kitab Undang – 

UndangmHukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW) dan asas-asas dalam 

perjanjian harus terpenuhi dalam e-contract.63 

Sementara itutjenis kontraktelektronik (e-contract)tdapattdibagi 

menjadi dua kategori, yaitu:64 

1. Kontrakmelektronik yang memiliki objek transaksi berupa 

barang/jasa yang bersifat fisikrataurbersifat nyata, contohrbarang 

berupa buku atau jasa les privat. Kontrak jenis ini, para pihak 

(penjual dan pembeli) melakukanikomunikasiipembuatan kontrak 

melalui jaringan internet. Jika telahtterjadirkesepakatan,rpihak 

                                                           
63https://www.researchgate.net/publication/326741708_KONSEPTUALISASI_ 

PENGATURAN_ E-CONTRACT_DI_INDONESIA, diakses pada hari selasa 10-maret-2020, 

pukul 4.16 WIB 
64https://suwardi73.wordpress/com/2015/05/16/aspek-hukum-e-contract-dalam-

kegiatan ecommerce/#_ftn15, diakses pada hari selasa 10-Maret-2022 pukul 04.49 WIB 

https://www.researchgate.net/publication/326741708_KONSEPTUALISASI_%20PENGATURAN_%20E-CONTRACT_DI_INDONESIA
https://www.researchgate.net/publication/326741708_KONSEPTUALISASI_%20PENGATURAN_%20E-CONTRACT_DI_INDONESIA
https://suwardi73.wordpress/com/2015/05/16/aspek-hukum-e-contract-dalam-kegiatan
https://suwardi73.wordpress/com/2015/05/16/aspek-hukum-e-contract-dalam-kegiatan
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penjual akanrmengirimkan barang/jasamyangmdijadikanmobjek 

kontrak secarailangsung keialamatipembelii(physical delivery). 

2. Kontrakmelektronik yangmmemiliki objek transaksimberupa 

informasi/jasa non fisik. Padaikontrak jenis ini, para pihak 

padatawalnya berkomunikasi melalui jaringan internetBuntuk 

kemudianBmembaut kontrak secara elektronik. 

Kontrakrelektronik (e-contract)mtermasuk kedalam kategori “kontrak 

tidak bernama” (innominaat) yaitunperjanjian – perjanjianmyang tidak diatur 

dalamnKUH Perdata tetapi terdapatndalam masyarakat akibatndinamisnya 

perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan bisnis. Menurut Mieke Komar 

Kantaatmadja perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik 

internetitidak lain adalah merupakan perluasan dari konsep perjanjian jual beli 

yang ada dalamrKUH Perdata. Perjanjianrmelaluiiinternet ini mempunyai dasar 

hukumiperdagangan konvensionaliatau jual beli dalam hukum perdata. 

Perbedaannyaradalah bahwatperjanjian ini bersifatrkhusus karenanterdapat 

unsurnperanan yang sangatndominan darinmedia dan alat-alat elektronik.65 

Setiap kontrak yang dibuat melalui sistem elektronik tetap saja sah (bila 

memenuhi 4 syarat kontrak) dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum 

yang berlaku. Adanya itikad baik merupakan faktor yang sangat penting dilihat 

dan dipertimbangkan dalam suatu pembuatan kontrak. Oleh karena sulitnya 

mengukur itikad baik seseorang pada saat melakukan transaksi elektronik maka 

                                                           
65Mieke Komar Kantaatmadja, Cyberlaw: Suatu Pengantar, cetakan I (Bandung: 

ELIPS, 2001), hlm.15 
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keberadaan Pasal 5 ayat (3) UU ITE sangat baik apalagi berkaitan dengan 

keabsahan alat bukti nantinya.66  

Salahmsatumperusahaanmyangmmenggunakanmsistem perdagangan 

elektronikiatauie-commerce diiIndonesia ialah PT. LazadaiIndonesia, lazada 

mulai dimunculkanipada bulannMaret 2012 dan berkembangipesat hingga saat 

ini. Lazada Indonesia berharap dapatrmemberikanrkemudahan dan 

kenyamanan baginmasyarakat dalam membeli berbagai jenis produk dari 

berbagaiikategori, mulai dari produkneloktonik, otomotif, produk kesehatan 

hingga produk kecantikan, dengan cukup mengakses situs.maupun aplikasi dari 

Lazada. Ditunjang dengan fasilitasimultipleipayment termasuk cash on 

delivery, memberikan kemudahan bagi konsumen khususnya di Indonesia 

untuk mendapat barang-barang yang diinginkannya. 

Sebelum melakukan pembelian produk di lazada ada baiknya konsumen 

memiliki akun Lazada terlebih dahulu, setelah itu memilih dulu produk yang 

hendak di beli sekaligus memperhatikan seller.(penjual), karena ada.tiga 

macam penjual di Lazada yaitu penjual dalam negeri, penjualnluarnnegerindan 

lazadansendiri. Setelah itu lakukanlah pemeriksaan informasi produk seperti 

deskripsi.produk, spesifikasi produk, dan sebagainya, setelah itu baru lakukan 

konfirmasi troli belanja dilanjutkan dengan memasukkannemail dan 

mencantumkan alamat pengiriman, memilih metode pembayaran, setelah itu 

baru membuat pesanan, pembeli tinggal menunggu pesanan dikonfirmasi oleh 

                                                           
66https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/09/15/kontrak-elektronik-menurut -uu-

itedan bw/ diakses pada hari selasa 10-Maret-2021 pukul 05.10 WIB 
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lazada. Apabilasada.konsumenoyang mengalamioketidakadilanoatau merasa 

dirugikan oleh pelaku usaha, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan 

perlindungan hukumimgunaimmelindungi hak-hak yang dimilikinya 

sebagaiikonsumen. 

Salahisatu kasus dari sekian banyak kasus mengnenai e-commerce yaitu 

kasus yang dialami oleh Herry SW, Korban yang dirugikan Lazada karena 

pembatalan sepihak. Kasusnya berawal saat ia tertarik untuk membeli sebuah 

handphone Nokia 8 di lazada yang sedang ada promo flashsale. Ia tertarik 

karena melihat harga yang ditawarkan oleh Lazada ini cukup murah 

dibandingkan dengan harga retail di pasaran. Pada hari kamis tanggal 15 

februari 2018 ia membeli 2 unit handphone tersebut dan melunasinya via 

transfer. Ia membeli dua unit Nokia 8 dalam dua transaksi yang berbeda dengan 

harga Rp5.999.000 per unitnya, karena ia termasuk sebagai 200 pembeli 

pertama dan berhak mendapatkan diskon dari harga asli Rp6.499.000 dari 

lazada. 

Herry SW mengaku sebenarnya ia lebih suka dan  melunasitpembayaran 

dengantsistem cash on delivery (COD) daripada transfer, karna dinilai lebih 

aman dari resiko yang akan terjadi. Ia punrseringrmewanti – wanti teman – 

temannya untuk lebih memprioritaskanBsistemnCOD apabilaoberbelanja di 

Lazada ataupun di e-commerce lainnya sebagai langkah antisipasioagar 

tidakodikecewakan oleh pembatalan sepihak. Namun dalam kasus 

pembeliannNokian8 ini, takntersedia sistemnCOD di menu metode 

pembayaran, makanHerry mengaku nekat memakaiimetode transfer 
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untukimembeli unit tersebut, selain itu juga karnaiHerry sudah sangat percaya 

dengan perusahaan e-commerce besar ini.  

Akan tetapi, ternyata transaksinya dibatalkan secara sepihak oleh 

Lazada. E-commerce Lazada itu pun memberikan penjelasan yang tidak 

konsistenmpada konsumennya. Pertama, alasannyaradalah karenarkonsumen 

melakukan permintaanipembatalan atas pembelian barang tersebut, padahal 

jelas Herry sama sekali tidak membatalkan kedua transaksinya, karna Herry 

sangat menginginkan produk tersebut. Alasan kedua, pihak lazada mengatakan 

bahwa pembatalan terjadi karena pada saat tahap verifikasi pembayaran, 

pembayaran yang dilakukan oleh Herry tidak terverifikasi, tetapi Herry 

membantah itu, ia mengatakan bahwa sistem Lazada sudah sukses melewati 

tahap verifikasi pada transaksi tersebut, dan bukti screenshot bahwa proses 

verifikasi dari transaksi pembelian handphone Nokia 8 tersebut sudah sukses 

dilewati pun dimiliki oleh Herry. Setelah itu alasan dari pihak lazada berubah 

lagi, pihak lazada mengatakan bahwa pembatalan ini terjadi karena ada kendala 

dari pihak supplier. Lazada tetap membatalkan transaksi tersebut dengan 

memberitahukan bahwa pengembalian dana akan segera di proses.  

Selain dari kasus yang dialami oleh Herry Sw, ada juga korban yang 

mengalami hal serupa, yaitu Achmad Supardi yang merupakan korban yang 

dirugikan Lazada, Achmad Supardi membuat pengakuan bahwa ia membeli 1 

unit sepeda motor honda vario dan 3 unit sepeda motor Honda Revo pada 12 

Desember 2015 di Lazada, 3 unit Honda Revo dibeli dengan harga masing 

masing Rp 500 ribu dengan total Rp 1.500.000, sementara Honda Revo dibeli 
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dengan harga Rp 2.700.000 untuk pembelian cash on the road, harga pada situs 

Lazada adalah harga sepeda motor secara cash on the road bukan kredit, dan 

angka tersebut bukan angka uang muka, dan mengira harga murah bagian dari 

promosi gila gilaan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), dan ia sudah 

melakukan pembayaran transfer melalui ATM BCA, transaksi sah dan 

dikonfirmasi Lazada. 

Pada 14 Desember 2015, Achmad Supardi kembali membuka situs 

Lazada dengan tampilan sama namun sudah ada bagian tambahan bahwa harga 

motor sudah merupakan harga kredit, di tanggal yang sama, ia ditelepon pihak 

Honda Angsana yang merupakan tenant sepeda motor Lazada, staf Angsana 

menanyakan apakah sepeda motor dibeli secara kredit, Achmad Supardi 

menjelaskan sepeda motor dibeli secara cash on the road, pihak Angsana 

menelepon hingga dua kali.  

Dua hari kemudian, Achmad Supardi mengecek status transaksi di 

Lazada dan ia terkejut karena transaksi yang dikonfirmasi dan tinggal 

menunggu pengiriman ternyata berubah menjadi ditolak dan ditutup oleh 

Lazada secara sepihak, Lazada memproses refund dengan memberikan voucher 

belanja sesuai jumlah uang yang dibelanjakan untuk membeli 4 unit sepeda 

motor dan mengganti dana dengan 2 voucher sebesar Rp 4,2 juta. Achmad 

Supardi mengaku kecewa, karena voucher tidak dapat diuangkan dan meminta 

Lazada untuk meminta maaf, Lazada sebagai yang perusahaan besar tidak 

selayaknya memperlakukan konsumen dengan tidak terhormat. 
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Berdasarkanomasalahnyangotelah dipaparkan di atas, penulisotertarik 

untukimelakukanipenelitianilebih dalam mengenai pembatalaniperjanjian jual 

beli online secara sepihakoyangodilakukanoolehopelakuousahaoterhadap 

konsumennberdasarkannBuku III KUH Perdata sebagainbahannpenyusunan 

skripsimdenganmjudulm“PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH  PT. 

LAZADA INDONESIA  DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE 

DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG 

HUKUM PERDATA”  

B. Identifikasi Masalah 

1. Bagaimanainterjadinya perbuatan melawan hukum oleh PT. Lazada 

Indonesia dalam transaksi jual beli online?  

2. Bagaimanakahoakibatohukumoterhadap perbuatan melawan hukum oleh  

PT. Lazada Indonesia dalam transaksi jual beli online dihubungkan dengan 

Buku III KUH Perdata? 

3. Bagaimanakahiperlindunganihukum dan penyelesaian sengketa perbuatan 

melawan hukum oleh  PT. Lazada Indonesia dalam transaksi jual beli 

online? 

C. TujuaniPenelitian  

1. Untukomengetahui,omengkaji,odan menganalisis terjadinya perbuatan 

melawan hukum oleh  PT. Lazada Indonesia dalam transaksi jual beli 

online. 

2. Untukimengetahui,imengkaji,idan menganalisis akibatihukum perbuatan 

melawan hukum oleh  PT. Lazada Indonesia dalam transaksi jual beli online  
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3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis perlindungan 

hukumidanipenyelesaianisengketa perbuatan melawan hukum oleh  PT. 

lazada Indonesia dalam transaksi jual beli online. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitianiiniidiharapkan dapat bermanfaat baikisecaraiteoritisimaupun 

secaraipraktisiyang akanidiuraikanisebagaiiberikut: 

1. Secara Teoritis 

a. Penelitianminimdiharapkanmdapatmbermanfaat memberikan 

sumbanganmpemikiranmibagi pembangunanmiilmumihukum 

khususnyaitentang perlindungan hukum terhadap konsumen jual 

beliionline. 

b. Penelitianminimdiharapkanmdapat memberikanmsumbangan 

pengetahuanobagioperkembanganoilmu hukumodalam bidang 

HukumnDagang, berkaitanndengannperlindungannhukum bagi 

konsumenoterhadapmpembatalanmtransaksmjual beli online 

sepihakisebagaimanaidiaturidalamiBUKUiIII KUHiPerdata. 

c. Penelitianiiniidiharapkanidapatibermanfaatiuntukipeneliti lebih 

lanjut,mkhususnyamtentangmihal-hal yangmimenyangkut e-

commerce. 

 

2. Secaraipraktis 
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a. Penelitianiini diharapkanidapat memberikaniilmu danimasukan 

positif terhadap peneliti untuk lebih mengetahui mengenai aspek 

hukumiperdaganganionline.  

b. Penelitianiini diharapkanidapat memberikanimasukan terhadap 

pemerintahimaupun pihakoterkait banyakoterjadi pelanggaran 

yang diilakukan pelakuiusaha sehinggaimenyebabkan kerugian 

terhadapikonsumen . 

c. Penelitianoini diharapkanodapat menjadiomasukan terhadap 

pengetahuanomasyarakat bagaimanaocara menanggapi dan 

memperjuangkanmhak nyamapabila terjadimkerugian yang 

disebabkanioleh pelaku usaha,ibaik pelaku usahaididunia maya 

maupunidi duniainyata. 

E. Kerangka Pemikiran  

PancasilamdalammhukummIndonesia mempunyai kedudukan sebagai 

Groundnorm yang berarti bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala 

sumber hukum di Indonesia. Memahamirpancasila berartirmerujuk kepada 

konteksohistoris yangolebih luas.oNamunniaotidak sajaomenghantarkan ke 

belakangitentang sejarah ide, tetapi.lebih jauh.mengarahikepada apa yang harus 

dilakukanipadaimasaimendatang.67 

                                                           
67Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan 

Membuka Kembali), Refika Aditama, Bandung, 2005. hlm.161 
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Sesuai dengan SilaoPertamaoPancasila, Indonesia adalah Negara 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimanaiterdapatidalam Pembukaan Undang-

Undangidasari1945,iAlineaike-IV,iyangiberbunyi :68 

Kemudianidaripadaiitu untukimembentukisuatu Pemerintah 

NegaramIndonesiamyangmmelindungimisegenap bangsa 

Indonesiaodanoseluruhotumpah darahoIndonesia danountuk 

memajukanikesejahteraan umum,mencerdaskanikehidupan 

bangsa,mdan ikutomelaksanakan ketertibanmdunia yang 

berdasarkanikemerdekaan,iperdamaian abadiidan keadilan 

sosial,imaka disusunlahikemerdekaan kebangsaan Indonesia 

ituidalam suatuiUndang-UndangiDasar NegaraiIndonesia, 

yang terbentukidalam suatumsusunan NegaramRepublik 

Indonesia yangberkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada 

KetuhanmYang MahamEsa, Kemanusianmyang adilmdan 

beradab,PersatuaniiIndonesia, danikerakyatan Kemanusian 

yang adil dan berasab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan 

yangmidipimpinmioleh hikmatmiikebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwa-kilan,oserta denganomewujudkan 

suatu keadilanisosialibagi seluruhirakyatiIndonesia. 

DidalamnideologinNegaranKesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu 

Pancasila, pada sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, 

nilai tersebut didasari dan dijiwai oleh sila ke- lima, makaidalam silaitersebut 

terkandunginilai keadilaniyang harusiterwujud secarainyata dalamikehidupan 

bersama atauibermasyarakat yangiartinya harus mewujudkan kesejahteraan dan 

keadilanibagi seluruh warga Negara serta melindungi haknya dari segala bentuk 

ketidakadilanidan serta mendapatkan perlindungan hukum. Sila  ke-5  Pancasila   

menunjukanmbahwa  keadilanmsosialmharus didapatkanoolehoseluruh  rakyat  

                                                           
68S.Sumarsono, Pendidikan Kewarganegaraan, PT Gramedia Pustaka Utama, 

Jakarta, 2005, hlm.47   
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Indonesia,mkeadilanmyang  dimaksudmadalah adilmterhadap  dirimsendiri,   

Tuhan,imaupunisesama.69 

BerdasarkanmPancasilamdan UUDm1945 NegaramIndonesia sangat 

menjungjungotinggi hakoasasi manusiaodan menjaminosegala hakowarga 

negaranya bersamaanmidengan kedudukannyamididalam hukummidan 

pemerintahan,oserta wargaonegara wajibomenjungjung tinggiohukum dan 

pemerintahan ituitanpa terkecuali.iHukum adalahikeseluruhan aturanihidup 

yang bersifatomemaksaountuk melindungiokepentingan manusiaodi dalam 

masyarakat.70 

H.R.iOtje Salmanodan  AnthonoF. Susantoomenyatakan pendapatnya 

mengenaimmakna  yangmterkandungmdalam  PembukaanmUndang-Undang 

Dasar 1945ialinea keempatitersebut,iyaitu :71 

“Pembukaanmalineamkeempat inimmenjelaskanmtentang 

Pancasilaoyang terdiriodari lima sila.oPancasila secara 

substansialimerupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, 

karenaiimencerminkan nilai-nilaiibangsaiiyangidiwariskan 

turunmtemurun danmabstrak. Murnimkarena kedalaman 

substansioyang menyangkutobeberapa aspekopokok, baik 

agamis,mekonomis, ketahanan,msosial danmbudaya yang 

memilikiicorakipartikular.” 

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang 

berbunyi: “TiapowargaoNegara berhakoatas penghidupanoyang layakobagi 

kemanusiaan.”oSesungguhnya, apabilaokehidupan seseorangoterganggu atau 

digangguioleh pihak/pihakilain, makaialat-alat negaraiakan turunitangan, baik 

                                                           
69Kaelan, Pendidikan Pancasila,  Paradigma, Yogyakarta, 2010, hlm. 66 
70Ahmad ali, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm.27   
71H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, op.cit, hlm. 158 
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dimintaiatau tidak,iuntuk melindungiidan/atauimencegah terjadinyaigangguan 

tersebut.oPenghidupan yangolayak, apalagiopenghdiupan yangolayakobagi 

kemanusiaanomerupakan hakodari wargaonegara danohak semuaoorang. Ia 

merupakanihak dasaribagi rakyatisecaraimenyeluruh.72 

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya Bahwa hukum 

menjamin keteraturan (kepastian) dan ketertiban, bukan tujuan akhir dari 

hukumimelainkan lebihibaik disebutifungsi hukum,isedangkan tujuanihukum 

tidak bisaidilepaskan dariitujuan akhiridari hidupibermasyarakat yangi tidak 

dapatidilepaskan dariinilai-nilai danifalsafah hidup yangimenjadi dasarihidup 

masyarakatiitu, yangiakhirnya bermuaraipada keadilan.73 

Hukum itummerupakan saranampembangunan masyarakatmyang 

didasarkannpada anggapannbahwa adanyanketeraturan ataunketertiban dalam 

usahaipembangunan atauipembaharuan  ituimerupakan  suatuiyangidiinginkan  

atauibahkan dipandangi(mutlak) perlu. Anggapanilain yang terkandungidalam 

konsepsi “hukumisebagai saranaipembaharuan” adalahibahwa hukumidalam 

arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) 

ataunsarana pembangunanndalam artinmenyalurkan arahnkegiatan manusia 

kearahmiyang dikehendakimioleh pembangunanmiatau pembaharuan.74 

Hukumodiperlukan sebagaioalat untukomewujudkan tujuan tersebut.iSelain 

                                                           
72Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan ketiga, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 50. 
73Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum , Buku I Alumni, Bandung, 

2009, hlm. 53 
74Mochtar Kusumaatmadja, Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Pusat Studi 

Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan Penerbit Alumni, 

Banudng, 2002, hlm. 88 
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ketertiban,itujuan lain dari hukumiadalah tercapainyaikeadilan yang berbeda-

bedaoisi dan ukurannyaomenurut masyarakatodan zamannya. Untukoitu 

mencapaimketertiban dalam.masyarakat ini.diperlukan adanya kepastianidalam 

pergaulaniantar manusia dalamimasyakarat.75  

Kepastianohukum menurutoSudikno Mertokusumo,omerupakan salah 

satuosyarat yangoharus dipenuhiodalam penegakanohukum. Dalamohal ini 

SudiknooMertokusumo mengartikanobahwa:76 “Kepastian hukumomerupakan     

perlindunganoyustisiabel terhadapotindakan sewenang-wenang,oyang berarti 

bahwaiseseorang akanimendapatkan sesuatuiyang diharapkanidalam keadaan 

tertentu iuntuk memperolehikepastianihukum.” 

Perjanjian termasuk salahosatu yang terpentingodari hukumoperdata, 

sebagaimanamdiatur dalammBuku ketigamKUHPerdata yangmdidalamnya 

menerangkan tentang perjanjian, mancakup didalamnyaiperjanjian khususiyang 

dikenalioleh masyarakat seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, 

perjanjianopinjam-meminjam,odan lain-lain.oKitab Undang-undangoHukum 

Perdata memuat pengertianoperjanjian dalamoPasal 1313 KUHPerdata yang 

berbunyi suatuiperjanjian adalahisuatu perbuatanidengan mana satu orang atau 

lebihimengikatkan dirinyaiterhadap satuiorang lainiatauilebih.  

                                                           
75Ibid, hlm. 3 
76Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum,  Sebuah Pengantar,  Liberty, 

Yogyakarta, 2002, hlm. 34 



17 
 

 
 

Namun dalam rumusan Pasal 1313 KUHPerdata mengandung berbagai 

kelemahan, Menurut Muhamad Abdul Kadir, Pasal 1313 KUHPerdata 

mengandung kelemahan karena:77 

1. Hanyaimenyangkut sepihakisaja. Dapat dilihatidari rumusani“satu 

orangiatau lebihimengikatkan dirinyaiterhadap satuiorang atau lebih 

lainnya”.nKata “mengikatkan”nsifatnya hanyansepihak, sehingga 

perlundirumuskan “keduanpihak salingnmengikatkan diri”ndengan 

demikianmterlihat adanyamkonsensus antarampihak-pihak,magar 

meliputiiperjanjian timbalibalik. 

2. Kataoperbuatan “mencakup”ojuga tanpa consensus.oPengertian 

“perbuatan” termasukojuga tindakanomelaksanakan tugasotanpa 

kuasa atauotindakan melawanohukum yangotidak mengandung 

konsensus.iSeharusnya digunakanikata “persetujuan”i. 

3. Pengertianoperjanjian terlaluoluas. Hal iniodisebabkan mencakup 

janjiokawin (yangodiatur dalamohukum keluarga),opadahal yang 

diaturiadalah hubunganiantara debitur danikreditur dalamilapangan 

hartaikekayaan. 

4. Tanpaimenyebutkan tujuan.iRumusan Pasal 1313iBW tidak disebut 

tujuanmdiadakannya perjanjian,msehingga pihak-pihakmyang 

mengikatkanidiri tidakijelas untukimaksud apa.i 

                                                           
77Damang Averroes Al-Khawarizmi, Perjanjian, Perikatan &Kontrak, 

https://www.negarahukum.com/hukum/perjanjian-perikatan-kontrak.html, diakses pada 

tanggal 23 Juni 2020 pukul 17.07 WIB 

https://www.negarahukum.com/hukum/perjanjian-perikatan-kontrak.html
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MenurutoR. Wirjono Prodjodikoro dalamobukunya bahwa perjanjian, 

yaitu:78 

perjanjianosebagai suatuohubungan hukumomengenai harta 

benda antaraodua pihak, dalamomana satuipihak berjanjiiatau 

dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain 

berhakimenuntut pelaksanaanijanji itu.i 

Dalam suatu perjanjianiterdapat beberapa unsur – unsur perjanjian, yang 

meliputi:79 

1. Essentialia,nUnsur ininmutlak harusnada agarnperjanjian itunsah, 

merupakan syaratnsahnya perjanjian.nUnsur essentialiandalam 

perjanjiannmewakili ketentuan-ketentuannberupa prestasi-prestasi 

yangnwajib dilakukannoleh salahnsatu ataunlebih pihak,nyang 

mencerminkannsifat darinperjanjian tersebut,nperbedaannya secara 

prinsipndari jenis perjanjiannlainnya. Unsurmessentialia inimpada 

umumnyamdipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi, 

atau pengertian dari suatu perjanjian. 

2. Naturalia,iyaitu unsuriyang lazimnyaimelekat pada perjanjian, yaitu 

unsurnyang tanpandiperjanjikan secarankhusus dalamnperjanjian 

secaraidiam-diam denganisendirinya dianggapiada dalamiperjanjian 

karena sudahimerupakan pembawaaniatau melekatipada perjanjian. 

Unsurnnaturalia pastinada dalam suatunperjanjian tertentu,nsetelah 

unsur essentialiaidiketahui secaraipasti. 

                                                           
78R. Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian, CV.mandar Maju, 

Bandung, 2011, hlm. 4 
79Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT Citra Aditya, Bandung, 

2000, hlm.224-225 
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Misalnyaidalam perjanjian yang mengandung unsur essentialia jual-

beli,npasti akannterdapat unsurnnaturalia berupankewajiban dari 

penjualiuntuk menanggungikebendaan yangidijual dariicacat-cacat 

tersembunyi.mSehubungan denganmhal itu,mmaka berlakulah 

ketentuanmPasal 1339mKUHPerdata yangmmenyatakan bahwa: 

“Perjanjian-perjanjianntidak hanyanmengikat untuknhal-hal yang 

dengan tegasidinyatakan diidalamnya, melainkanijuga untukisegala 

suatunyang menurutnsifat perjanjian diharuskannoleh kepatutan, 

kebiasaan,iatauiundang-undang.”80 

3. Accidentalia,nyaitu unsurnpelengkap dalamnsuatu perjanjian,nyang 

merupakanmiketentuan-ketentuan yangmidapat diaturmisecara 

menyimpangioleh paraipihak sesuaiidengan kehendakipara pihak, 

merupakannpersyaratan khususnyang ditentukannsecara bersama-

samanoleh paranpihak. Denganndemikian, makanunsur ininpada 

hakekatnyanbukan merupakannsuatu bentuknprestasi yangnharus 

dilaksanakaniatau dipenuhiioleh paraipihak.81 

Dalam membuat perjanjian, tentu ada syarat – syarat yang harus 

dipenuhi agar perjanjian tersebut menjadi sah menurut hukum, syarat sah 

perjanjian Dalam KUHPerdata diaturidalam Pasali1320, yaitui: 

1. Sepakatimereka yangimengikatkanidirinya; 

                                                           
80Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta , 

2009, hlm. 118-119 
81Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian,: 

Rajawali, Jakarta, 2010, hlm. 85-90 
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2. Kecakapaniuntuk membuatisuatu perikatan;i 

3. Suatuihalitertentu; 

4. Sebabiyang halal.i 

Syaratopertama danokedua Pasalo1320 KUHPerdataodisebut syarat 

subjektif, karenaimelekat padaidiri orangiyang menjadiisubjek perjanjian.iJika 

syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Syarat ketiga dan keempat 

disebutisyarat objektif,ikarena mengenaiisuatu yangimenjadi objekiperjanjian. 

Jikaisyarat iniitidak dipenuhi,iperjanjian batalidemiihukum.82 

Terdapat beberapa asas penting dalam hukum perjanjian, yang 

merupakan dasar kehendak dari para pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa 

asas tersebut antara lain:  

1. Asasikebebasaniberkontrak 

Asasikebebasan berkontrakimerupakan salahisatu asas yang 

sangatopenting dalamohukum kontrak.oKebebasan berkontrakoini 

olehisebagian sarjanaihukum biasanyaididasarkan padaiPasal 1338 

ayato(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdataobahwaosemua 

perjanjianiyang dibuatisecara sah berlakuisebagaiiundang-undang 

bagimmereka yangmmembuatnya.mDemikian pulamada yang 

mendasarkanmpadamPasalm1320 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata yang menerangkan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. 

                                                           
82Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 228-232 
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Kebebasan berkontrak ini dikemukakan oleh Ahmadi Miru sebagai 

berikut:  

a. Bebasimenentukan apakahiia akan melakukan perjanjian  

atauitidak; 

b. Bebasomenentukan denganosiapa iaoakanomelakukan 

perjanjian; 

c. Bebasimenentukan isiiatau klausaliperjanjian; 

d. Bebasimenentukanibentukiperjanjian; dan 

e. Kebebasan-kebebasaniilainnyaiyangitidak bertentangan  

denganiperaturaniperundang-undangan. 

2. Asasokonsensualisme 

Kataikonsensualisme,iberasal dariibahasa latin “consensus”, 

yangiberarti sepakat.iAsasikonsensualisme, dapatidisimpulkan pada 

Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Yang berbunyi: “Salah satu syarat 

sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak”. Kata-kata 

semuaomenunjukanobahwa setiapoorang diberiokesempatan untuk 

menyatakanmkeinginannyam(will), yang dirasanyambaikmuntuk 

menciptakaniperjanjian. Asasiini sangatierat hubungannyaidengan 

asasikebebasan mengadakan perjanjian.83 

3. Asas Mengikatkan Perjanjian (Pacta Sunt Servanda) 

                                                           
83Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan 

Penjelasan, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 113 
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AsasoPactaoSuntoservanda berhubungan dengan akibat 

perjanjian.iHal ini dapatidisimpulkan, dalamiPasal 1338iayat (1) 

KUHPerdata, yang berbunyi : “Perjanjian yang dibuat secara sah, 

berlaku sebagai Undang Undang, bagi mereka yang membuatnya”. 

Asas ini dapat dipertahankan sepenuhnya dalam hal:84 

a. Kedudukan para pihak dalam perjanjian itu seimbang; 

b. Para pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. 

4. Asas itikad baik 

Asasmitikad baikmdiatur dalammPasal 1338mayat (3) 

KUHPerdata. Asasoitikad baikoini sangatomendasar danopenting 

untukodiperhatikan terutamaodalam membuatoperjanjian, maksud 

itikadibaik disiniiadalah bertindakisebagai pribadiiyang baik.  Itikad 

baikidalam pengertianiyang sangat subyektif dapat diartikan sebagai 

kejujuranoseseorang, yaituoapa yangiterletak padaiseseorang pada 

waktuodiadakan perbuatanohukum. Sedangkanoitikad baikodalam 

perjanjianiitu harus didasarkanipada normaikepatutan atauiapa-apa 

yangidirasa sesuaiidengan patutidalamimasyarakat.85 

5. Asasikepribadian  

Asasikepribadian iniisebenarnya menerangkanipihak-pihak 

manaiyang terkaitipada perjanjian.iAsas ini terkandungipada Pasal 

1315ndan Pasaln1340 KUH Perdata.nPada Pasaln1315 disebutkan 

                                                           
84Ibid, hlm. 113 
85A Qirom Syamsuddin M, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta 

Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 13 
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bahwaipada umumnyaitak seorangipun dapatimengikatkan diriiatas 

nama sendiriiatau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk 

dirinya,nselanjutnya Pasaln1340 menyatakannbahwa perjanjian-

perjanjiannhanya berlakunantara pihak-pihaknyang membuatnya, 

perjanjianiitu tidak dapatimembawa rugiiatau manfaatikepada pihak 

ketiga,iselain dalamihal yang diaturidalam  Pasal 1317.iOleh karena 

perjanjian itunhanya mengikatnpara pihaknyang membuatnyandan 

tidakndapat mengikatnpihak lain, makanasas ini dinamakannasas 

kepribadian.86 

6. Asas kesetaraan  

Asas ini menerangkan bahwa pihak yang satu dengan yang 

lainnya beradaodidalam persamaanoderajat, tidakoadaoperbedaan 

walaupuniada perbedaaniwarna kulit, bangsa,ikekayaan, kekuasaan, 

jabatan,idan lain-lain. Masing-masingipihak wajibimelihatiadanya 

persamaaniini danimengharuskan keduaipihak untukimenghormati 

satumsama lainmsebagai manusiamciptaan Tuhan.87 Asasmini 

dimaksudkaniagar programikemitraan dapatimemberikan hubungan 

yangiasli bagiisemuaipihak. 

Pasali1339iKUHPerdata,imenyatakan ; 

Suatuoperjanjian tidakohanya mengikat, untukihal-hal yang 

denganitegas, dinyatakanididalamnya, tetapi juga untuk segala 

                                                           
86Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Pembangunan Seimbang bagi 

Para  Pihak Dalam Perjanjian Kredit BANK di Indonesia, Institut Bankir, Jakarta, 1993, hlm. 

106 
87Mariam Darus Badrulzaman dkk, Perjanjian Kredit Bank, Alumni, Bandung, 1993, 

hlm. 188 



24 
 

 
 

suatumyang menurutmsifat perjanjian,mdiharuskan oleh 

kepatutan,ikebiasaan atauiUndang-Undang 

Pasali1347iKUHPerdata menyatakan : 

Hal-haloyang menurutokebiasaan selamanyaodiperjanjikan, 

dianggaposecara diam-diamodimasukan dalamoiperjanjian, 

meskipunitidak denganitegasidinyatakan. 

Dalam perjanjian jual beli terdapat dua pihak yaitu pihak penjual dan 

pihak pembeli. Pihak penjual membutuhkan uang dan pembeli membutuhkan 

suatu barang, perjanjian seperti ini diatur dalam buku III KUHPerdata, seperti 

dalam Pasali1457iKUHPerdata menyatakan: 

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu baran dan pihak 

yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. 

Pasal 1458 KUHPerdata menyatakan: 

Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera 

setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang 

tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum 

diserahkan dan harganya belum dibayar 

Pasal 1459 KUHPerdata menyatakan: 

Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli 

selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613, 

616. 

Mengenai perjanjian jual beli, undang-undang memberikan kebebasan 

kepada para pihak untuk menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Hal 

ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Pasal 1338 

ayat (1) KUH Perdata.  

Unsur – unsur penting dalam jual beli, yaitu: 

1. Barang/benda yang diperjualbelikan 
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Menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPerdata, hanya barang-

barang yang biasa diperniagakan saja yang boleh dijadikan objek 

persetujuan. 

KUHPerdata mengenal tiga macam barang dalam Pasal 503-

Pasal 505 KUHPerdata yaitu: 

a. Ada barang yang bertubuh dan ada barang yang tak 

bertubuh. 

b. Ada barang yang bergerak dan ada barang yang tak 

bergerak. 

c. Ada barang yang bergerak yang dapat dihabiskan, dan 

ada yang tidak dapat dihabiskan; yang dapat dihabiskan 

adalah barang-barang yang habis karena dipakai. 

Penyerahan barang-barang tersebut diatur dalam 

KUHPerdata sebagaimana berikut:  

a. Untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan 

kekuasaan atas barang itu (Pasal 612 KUHPerdata) 

b. Untuk barang tidak bergerak penyerahan dilakukan 

dengan pengumuman akta yang bersangkutan yaitu 

dengan perbuatan yang di namakan balik nama di muka 

pegawai kadaster yang juga dinamakan pegawai balik 

nama (Pasal 616 dan Pasal 620 KUHPerdata). 

c. Untuk barang tidak bertubuh dilakukan dengan membuat 

akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan 
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hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain (Pasal 

613 KUHPerdata) 

2. Harga 

Harga berarti suatu jumlah yang harus dibayarkan dalam 

bentuk uang. Pembayaran harga dalam bentuk uang lah yang 

dikategorikan jual beli. Harga ditetapkan oleh para pihak.88 Sesuai 

denganiasas konsesualismeiyang menjiwaiihukum perjanjianimaka 

perjanjianojual belioakan adaosaat terjadinyaoatauotercapainya 

“sepakat”imengenai barangidan hargaiyang ditegaskanidalam Pasal 

1458 KitabiUndang-UndangiHukum Perdataiyangiberbunyi “jual 

beliodianggap sudahoterjadi antaraokedua belahopihak seketika 

setelahomereka mencapaiokata sepakatotentang barangodan harga, 

meskipun barangoini belumodiserahkan maupunoharganyaobelum 

dibayar”.89  

Pasal 1321 KUHPerdata dinyatakan bahwa “Tiada sepakat yang sah jika 

sepakatiitu diberikanikarena kekhilafan,iatau diperolehidengan paksaaniatau 

penipuan“. Mengenaiiapa yangidimaksud denganipaksaan ituisendiri,idapat 

dilihatidalamiPasali1324 daniPasali1325iKUHPerdata. 

Indonesia juga menerapkan teoriotersebut dalamoputusanoMahkamah 

AgungiRI No.i3641 K/Pdt/2001,itanggal 11iseptember 2002,iyangimembuat 

kaidahihukum bahwaidalam keadaanipenyalahgunaan keadaanidimanaisalah 

                                                           
88Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: PT Alumni, 1986, hlm. 

182 
89R. Subekti, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.2   
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satuipihak dalamiperjanjian tersebutiberada dalamikeadaan tidakibebas untuk 

menyatakanmkehendaknya, makamiperjanjian tersebutmibatal, dengan 

pertimbanganisebagai berikut: “bahwa azas kebebasan berkontrak tidak bersifat 

mutlak yang berarti dalam keadaan tertentu hakim berwenang melalui tafsiran 

hukum untuk meneliti serta menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam 

suatu perjanjian berada dalam keadaan yang tidak seimbang, sehingga salahsatu 

pihak dianggap tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya seolah-olah 

perjanjian terjadi secara sepihak”. 

Pasali1324 KUHPerdataidinyatakan bahwai“Paksaan telahiterjadi jika 

perbuatanitersebut sedemikianirupa sehinggaidapat menakutkaniseorang yang 

berpikiranisehat, daniapabila perbuataniitu dapatimenimbulkan ketakutanipada 

seorangotersebut bahwaodirinya atauokekayaannya terancamodengan suatu 

kerugianiyang terangidaninyata”. 

Pasali1325 KUHPerdataimenyatakan bahwai“Paksaanimengakibatkan 

batalnyaisuatu perjanjianitidak sajaiapabila dilakukaniterhadap salah satu pihak 

yangimembuatiperjanjian, tetapiijuga apabilaipaksaaniituidilakukaniterhadap 

suamiiatauiistriiatauisanakikeluargaidalamigarisikeatasimaupunikebawah”. 

Oleh karena itu, perjanjian dianggap tidak sah apabila salah satu pihak 

yang akan melaksanakan perjanjian merasa tertekan karena adanya paksaan 

dari pihak lain. 
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Pada prinsipnya perjanjian harus dilaksanakan dengan asas itikad baik. 

Subekti mengemukakan bahwa terdapat dua jenis asas itikad baik yaitu asas 

itikad baik subyektif dan asas itikad baik obyektif.90  

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata, dinyatakan 

bahwa : 

Semuaoperjanjian yangodibuat secaraosah berlakuosebagai 

Undang-undangmbagi merekamyang membuatnya.mSuatu 

perjanjianitidak dapatiditarik kembaliiselain denganisepakat 

keduaobelah pihak,oatau karenaoalasan-alasanoyangooleh 

Undang-Undangidinyatakan cukupiuntuk itu. Suatu perjanjian 

harusidilaksanakan denganiitikad baik. 

Prinsip itikadibaik iniidapat dilihat pada saat proses negosiasi perjanjian 

sebelum perjanjian disetujui oleh kedua belah pihak. Pada saat melakukan 

tawar menawar setidaknya disana akan terlihat apakah seseorang berniat 

beritikad baik atau tidak. Asas itikad baik ini harus digunakan dalam perjanjian, 

baik pra-kontraktual maupun pascakontraktual.  

Akibatmhukum perjanjianmyang sahmberdasarkan Pasalm1338 

KUHPerdata,myakni yangmmemenuhi syarat-syaratmpada Pasalm1320 

KUHPerdataoberlaku sebagaioundang-undang bagiopara pembuatnya,otidak 

dapat ditarikikembali tanpaipersetujuan keduaibelah pihak atauikarena alasan-

alasanoyang cukupomenurut undang-undangodan harus dilaksanakanidengan 

itikadobaik.oApabilaosalah satuopihak tidakomemenuhiokewajibannya maka 

pihakitersebutitelah melakukaniwanprestasi. 

                                                           
90Subekti, Hukum perjanjian, Intermasa, Jakarta 2009, hlm. 7 
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Perkataaniwanprestasi adalah serapan dari Bahasa Belandaiyang artinya 

prestasioburuk.mWanprestasioadalah suatuosikap dimanaoseseorang tidak  

memenuhioatau lalaiomelaksanakan kewajibanosebagaimana yangotelah 

ditentukanidalam perjanjianiyang dibuatiantara kredituridan debitur.91iOleh 

karena itu para pihak yang mengikatkan dirinya pada perjanjian atau suatu 

kontrak wajib hukumnya untuk memenuhi prestasi yang telah 

diperjanjinkannya sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang menyebutkan 

bahwa perjanjian adalah undang – undang bagi mereka yang mengikatannya. 

BerdasarkanoPasal 1338oayat (2)oKUHPerdataobahwao“persetujuan-

persetujuaniitu tidakidapat ditarikikembali selainidengan sepakatikedua belah 

pihak,iatau karenaialasan-alasaniyang olehiundang-undangidinyatakanicukup 

untuk itu“, jikaiada yangimelanggar perjanjianiyang merekaibuat, iaidianggap 

samaodengan melanggaroundang-undang, yangomempunyaioakibatohukum 

tertentuiyaitu sanksiihukum. Jadiibarang siapaimelanggar perjanjianiyang ia 

buat, makaoia akanomendapat hukumanoseperti yangotelah ditetapkanodalam 

undang-undang.92 

Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata telah menjelaskan apabila hendak 

membatalkan atau menarik kembali suatu persetujuan yang telah disetujui, 

harus dengan persetujuan dari kedua belah pihak. Jika pembatalan atau 

penarikan persetujuan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat 

                                                           
91Abdul R Saliman, Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 15 
92Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, PT Alumni, 

Bandung, 2004, hlm.97 
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(2) maka perbuatan tersebutotermasuk dalamoperbuatan melawanohukum 

sebagaimanaodiatur dalamoPasal 1365oKUHPerdata yangoberbunyi “Tiap 

perbuatanomelanggar hukumoyang membawaokerugian kepadaoseorang lain, 

mewajibkanoorang yangikarena salahnyaimenerbitkan kerugianiitu mengganti 

kerugianitersebut”. 

Perjanjianmitu, melahirkanmsuatu perikatanmantara pihakmyang 

membuatnya. Perikataniadalah hubunganiantara duaipihak diidalam lapangan 

hartaikekayaan, dimanaipihak yangisatu (kreditur) berhakiatas prestasi,idan 

pihakoyang laino(debitur) berkewajibanomemenuhi prestasi.oBerdasarkan 

pengertianitersebut, bahwaiunsur-unsur perikataniada 4i(empat), yaitu:93 

1. HubunganiHukum 

2. Kekayaani 

3. Paraipihak;idan 

4. Prestasii 

Perikataniyang lahiridari perjanjianiitu memangidikehendaki olehidua 

orang, karenaidua pihakiitu sendiriiyang membuatisuatu perjanjian,isedangkan 

perikataniyang lahiridari Undang-undangidiadakan diluarikemauan dariipara 

pihakiyang bersangkutan.iTerhadap duaiorang mengadakanisuatu perjanjian, 

maka mereka bermaksud, supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. 

Sungguh-sungguhimereka ituiterikat satuisama lain,ikarena janjiiyang telah 

mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus, jika janji itu sudah terpenuhi.94 

                                                           
93Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, PT Alumni, Bandung, 2004,   

hlm. 3   
94Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata. Op.Cit, hlm. 17   
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Perjanjianiadalah dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau 

dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.95 

Menurut R. Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang 

berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan suatu hal”.96 

Hubungan antara kedua orang yang melakukan perjanjian 

mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua 

belah pihak atas suatu prestasi. Perikatan adalah suatu rangkaian perkataan 

yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.97 

Pasalo1253oKUHPerdata menyatakanobahwa suatuoperikatan adalah 

bersyarat,iapabila digantungkanipada suatuiperistiwa yangimasih akanidatang 

danoyang belumotentu akanoterjadi, baikosecara menangguhkanoperikatan 

sehinggaoterjadinya peristiwaotersebut (syaratotangguh, Pasalo1263-1264 

KUHPerdata). 

Pasali1463iKUHPerdata menyatakanibahwa “jualibeli yangidilakukan 

denganipercobaan atauiatas barang yang biasanya dicoba terlebih dahulu, selalu 

dianggapitelah dilakukanidengan syarat tangguh”. 

Pasali1464 KUHPerdataimenyatakan bahwai“jika pembelianidilakukan 

denganimemberi uangipanjar, makaisalah satuipihak takidapat membatalkan 

                                                           
95Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, PT. Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2004, hlm. 2 
96Syahmin, Hukum Perjanjian Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2006, hlm. 1 
97Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan Ke-4, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 1987, hlm. 

6 
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pembelianmitu denganmmenyuruh memilikimatau mengembalikanmuang 

panjarnya”. 

Jadi, ketika membuat suatu perjanjian, ada hak & kewajiban masing-

masing pihak yang harus dilaksanakan supaya perjanjian tersebut terlaksana. 

Sedangkan dari pengetian R. Subekti perjanjian tersebut berisi janji kepada 

orang lain untuk melaksanakan suatu, dimana janji itu harus ditepati.  

Debituridi dalamisuatu perikatanimempunyai kewajibanimenyerahkan 

prestasinkepada kreditur,nkarena itu debiturnmempunyai kewajibannuntuk 

membayar. MenurutmPasal 1234mKUHPerdata, menyatakan:m“Tiap-tiap 

perikatan adalah untuk memberikan suatu, untuk berbuat suatu, atau untuk tidak 

berbuatisuatu”.98 

DalamIPasal 1267 Kitab UndangaiUndang Hukum Perdata mengatur 

mengenai akibat dari tidak terpenuhi nya suatu perikatan, Yang disebut sebagai 

Wanprestasi. Dijelaskan dalamIiPasalIi1267 bahwa “Pihak terhadap siapa 

perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat 

dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian,ataukah 

ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian 

dan bunga.”  

Dalam keadaan wanprestasi, kreditur dapat memilih di antara beberapa 

kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut dalam Pasal 1267 KUHPerdata 

yaitu:99 

                                                           
98Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 

2009, hlm. 79 
99Riduan Syahrani, Op.cit., hlm.118   
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1. Pemenuhaniperikatan;  

2. Pemenuhaniperikatan denganiganti rugi;  

3. GantiiKerugian;  

4. Pembatalaniperjanjian timbalibalik;  

5. Pembatalanidengan gantiikerugian 

 

Penggantianitentang gantiirugi berupaibiaya, rugiidan bunga,idiatur 

dalamiPasal 1243iKUHPerdata,iyaitu “Penggantianibiaya, rugi,idanibunga 

karenantak dipenuhinyansuatu perikatan,ibarulah mulaindiwajibkan, apabila 

siberutang,msetelah dinyatakanmilalai memenuhimiperikatannya,mtetap 

melalaikannya,iatau jikaisuatu yangiharus diberikaniatau dibuatnya,ihanya 

dapatidiberikan atauidibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. 

Berdasarkanmhal yangmdijanjikan untukmdilaksanakanm(prestasi), 

perjanjianidibagi dalamitiga macamiyaitu:100 

1. Perjanjianmiiuntuk memberikan/menyerahkanmisuatumibarang. 

Mengenaiiperjanjian untukimelakukan suatuiperbuatan atauiuntuk 

melakukanisuatu perbuatan,ijika dalamiperjanjian tidakiditetapkan 

batasnwaktunya tapinsi berutang akanndianggap lalaindengan 

lewatnyaiiwaktu yang ditentukan,ipelaksanaan prestasinini harus 

lebihndahulu ditagih.nApabila prestasinini tidaknseketika dapat 

dilakukan,imaka sinberutang perlundiberikan waktun yang pantas. 

                                                           
100Budiman N.P.D Sinaga, Hukum Perjanjian & Penyeleseian Sengketa dari 

Perspektif Sekretaris, hlm 12 
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Misalnyaijual beli, tukar-menukar,ipenghibahan (pemberian), sewa-

menyewa,ipinjam pakai. 

2. Perjanjiannuntuk berbuatmsesuatu. Misalnyamperjanjian untuk 

membuatisuatu lukisan,iperjanjianiperburuhan. 

3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Misalnya perjanjian untuk 

tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan 

orang lain. 

Apabilaiseseorang telahiditetapkan prestasiiyang harus dipenuhi,isesuai 

denganiperjanjian ituimaka kewajibanipihak tersebutiuntuk melaksanakaniatau 

mentaatinya.nPasal 1235nayat (1) KitabnUndang-UndangnHukum Perdata, 

menyebutkan:n“Dalam tiap-tiapnperikatan untuknmemberikan suatunadalah 

termasukmkewajiban simberutang, untukmmenyerahkan kebendaanmyang 

bersangkutan,idan untukimerawatnya, sebagai seorang bapak rumah yang baik, 

sampaiipada saatipenyerahan”. 

Sebelumnbarang tersebutndiserahkan olehnpenjual kepadanpembeli, 

pembelinadalah bukannpemilik, karenanhak milik atasnbarang tersebutnbaru 

beralihnsetelah diadakannpenyerahan nyatandan yuridis kepadanpembeli. 

Anehnya.nketentuan Pasaln1460 KUHPerdatanmembebankan resikonkepada 

seseorangnyang bukannpemilik. Dalam ketentuannyang lain untuknperkara 

beberapaimetode penjualani(beli) suatuibarang memilkiitiga ketentuaniyaitu:  

1. Mengenai barang yang sudah ditentukan, sejak saat pembelian 

risiko ada pada pembeli seperti yang di atur di Pasal 1460 

KUHPerdata yang bebunyi bahwa “syarat yang bersangkutan 
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dianggap telah terpenuhi, jika debitur yang terikat oleh syarat itu 

menghalangi terpenuhinya syarat itu”. (vide: Pasal 1460 BW, Pasal 

ini sudah tidak berlaku lagi berdasarkan SEMA No 3 Tahun 1963 

tanggal 4 Agustus 1963); 

2. Mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah, atau ukuran 

terdapat pada Pasal 1461 KUHPerdata yang yang bunyi “jika barang 

dijual bukan menurut tumpukan melainkan menurut berat, jumlah 

dan ukuran, maka barang itu tetap menjadi tanggungan penjual 

sampai ditimbang, dihitung atau diukur”. Risiko ada pada penjual 

hingga barang ditimbang; 

3. Mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan, risiko ada 

pada pembeli. Pasal 1462 menyatakan bahwa “sebaliknya jika 

barang itu dijual menurut tumpukan, maka barang itu menjadi 

tanggungan pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau 

diukur”. 

Apabila dalam suatu perjanjian salahsatu dari pihak tidak memenuhi 

prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian maka ia dapat dikatakan telah 

melakukan wanprestas. Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda 

yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi  adalah suatu sikap dimana seseorang 

tidak  memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah 

ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.101 

                                                           
101Abdul R Saliman, Op.cit., hlm. 15. 
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Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru 

wanprestasi itu dapat berupa perbuatan:102 

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi; 

2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna; 

3. Terlambat memenuhi prestasi; 

4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. 

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat 

berupa:103 

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali 

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka 

dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. 

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. 

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, 

maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, 

sehingga dapat dikatakan wanprestasi. 

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. 

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang 

keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan 

tidak memenuhi prestasi sama sekali 

Dalam perjanjian jual beli juga dikenal dengan overmacht. Overmacht 

berasal dari bahasa Belanda yaitu dimana terjadi suatu keadaan yang merajalela 

                                                           
102Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Rajawali Pers, Jakarta, 

2007,hlm. 74 
103A. Qirom Syamsuddin Meliala, Op.cit., hlm.26 
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dan menyebabkan orang tidak dapat menjalankan tugasnya.104 Dalam kamus 

hukum Overmacht mempunyai arti keadaan memaksa, yaitu keadaan yang 

menghalangi penunaian perikatan yang membebaskan seseorang dari 

kewajiban mengganti biaya, kerugian dan bunga. Dalam bahasa Perancis 

disebut dengan istilah Force Majeure yang artinya sama dengan keadaan 

memaksa.105 

Padamtanggal, 20mApril 1999 pemerintahmRepublikmIndonesia 

mengeluarkaniUndang-Undang Nomori8 Tahun 1999itentang Perlindungan 

Konsumeniyang dapatidikatakan UUPKiini adalahisuatu payungihukum untuk 

melindungiikonsumen, sedangkanibentuk perlindunganikonsumen lainnyaidi 

luar UUPKiini dijadikaniacuan denganimenempatkan UUPKisebagai sistem 

perlindunganihukum terhadapikonsumen. 

Posisiikonsumen sebenarnyairelatif rentaniuntuk dieksploitasi,itetapi 

denganndiundangkannya UUnNo. 8 Tahunn1999 TentangnPerlindungan 

Konsumeniini memberikaniperlindungan kepadaikonsumen sepertiidi Pasali1 

ayati(2) yang berbunyi;i“Setiap pemakaiibarang dan/jasaiyang tersediaidalam 

masyarakat,ibaik bagiikepentingan diriisendiri, keluarga,iorang lain,imaupun 

makhlukihidup lainidan tidakiuntuk diperdagangkan” 

Pasalm64 (BabmXIV KetentuanmPeralihan) yangmsecara tersirat 

menyatakanibahwa UUPKimerupakan ketentuanikhusus (lex specialis)iartinya 

                                                           
104S. Wojowasito, Kamus Umum Belanda Indonesia, PT. Ikhtiar Baru-Van Hoevo, 

Jakarta, 1990, hlm. 478 
105Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta 1986, hlm. 425. 
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ketentuan-ketentuanidiluar UUPKitetap berlakunselama tidakndiatur secara 

khususidalam UUPKidan atau tidakibertentangan denganiUUPK. 

Pasaln1 angkan3 UUnNo. 8nTahun 1999nTentang Perlindungan 

Konsumen,mpelaku usahamyang termasukmdalam pengertianmini adalah 

perusahaan,ikorporasi,iBUMN, koperasi,iimportir,ipedagang, distributor,idan 

lain-lain.mAdapun tujuanmprodusen adalahmuntuk menghasikanmatau 

menciptakanisuatu barangidan atau jasa,imenambah sertaimeningkatkan nilai 

gunanbarang yangnsudah ada,nmemenuhi kebutuhannmanusia (Konsumen), 

memperolehnmendapatkan penghasilannuntuk mendapatkannalat pemuas 

lainnya.n 

Apabila konsumen dan pelaku usaha melakukan hubungan hukum, 

maka akan timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing – 

masing pihak. Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

mengatur mengenai hak-hak konsumen yaitu meliputi: 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan 

nilai tukar kondisi dan jaminan yang dijanjikan; 

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa; 

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa 

yang digunakang; 
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5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; 

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif; 

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 

penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai 

dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya. 

Kewajiban – kewajian konsumen diatur dalam Pasal 5 UU No. 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: 

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 

pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan 

dan keselamatan, 

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 

dan/atau jasa, 

3. Membayar sesuai dengan niai tukar yang disepakati, 

4. Mengiuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

kinsmen secara patut. 

Mengenai hak – hak pelaku usaha juga diatur dalam Undang-Undang 

Perlindungan Konsumenisebagaimana terdapatidi dalam Pasali6 UU No.i8 

Tahuni1999 TentangiPerlindungan Konsumeniyang menyatakanibahwa: 
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1. Hakiuntuk menerima pembayaraniyang sesuaiidengan kesepakatan 

mengenainkondisi dannnilai tukarnbarang dan/ataunjasa yang 

diperdagangkan; 

2. Hakiuntuk mendapatiperlindungan hukumidari tindakanikonsumen 

yangiberitikad tidakibaik; 

3. Hakniuntuk melakukannipembelaan dirinisepatutnya dinidalam 

penyelesaianihukum sengketaikinsmen;  

4. Hakiuntuk rehabilitasinnama baiknapabila terbuktinsecara hukum 

bahwaikerugian konsumenitidak diakibatkanioleh barangidan/atau 

jasaiyangidiperdagangkan; 

5. Hak-hakniyang diaturnidalam ketentuanniperaturam perundang-

undanganilainnya. 

Ketentuanimengenai kewajibanipelaku usahaidiatur dalamiPasal 7iUU 

No.i8 Tahuni1999 TentangiPerlindungan Konsumenisebagai berikut: 

1. Beritikadibaik dalamimelakukan kegiataniusaha; 

2. Memberikanninformasi yangnbenar, jelasndan jujurnmengenai 

kondisiidan jaminanibarang dan/atauijasa serta memberi penjelasan 

penggunaan,iperbaikan danipemeliharaan; 

3. Memperlakukaniatau melayaniikonsumen secaraibenar danijujur 

sertaitidakidiskriminatif; 

4. Menjaminimutu barangidan/atau jasanyang diproduksindan/atau 

diperdagangkanmberdasarkan ketentuanmstandar mutumbarang 

dan/atauijasa yangiberlaku; 
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5. Memberiikesempatan kepadaikonsumen untukimenguji,idan/atau 

jasaitertentu sertaimemberi jaminanidan/atau garansiiatas barang 

yangidibuat dan/atauiyang diperdagangkan; 

6. Memberimkompensasi, gantimrugi dan/ataumpenggantian atas 

kerugianiakibat penggunaan,ipemakaian danipemanfaatan barang 

dan/atauijasa yangidiperdagangkan. 

Dalam hubungannya dengan perjanjian, seringkali pelaku usaha 

menyodorkan perjanjian kepada konsumen yang dimana klausulnya sudah 

dibuat oleh pelaku usaha tanpa ada negosiasi dengan pelaku usaha, hal tersebut 

adalah perjanjian standar atau perjanjian baku.  

Pengertian mengenai klausul baku terdapat dalam Pasal 1 (10) UU No. 

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; 

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-

syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu 

secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu 

dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib 

dipenuhi oleh konsumen. 

Terkaitidengan perlindunganiterhadap konsumen,iyang perluimendapat 

perhatianiutama dalamiperjanjian bakuiadalah mengenaiiklausula eksonerasi 

(exoneratienklausule/exemptionnclausule); klausulanyang berisinpembebasan 

atauipembatasan pertanggungjawabanidari pihak pelakuiusaha yangilazim 

terdapatidalam jenisiperjanjian tersebut.iKlausul tersebutitidak mencerminkan 

kesetaraaniposisi antaraipelaku usahaidengan konsumen.iUndang-Undang No. 

8iTahun 1999idalam Pasali18 secarantegas melarangnpencantumannyanpada 
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setiapndokumen dan/ataunperjanjian karenandapat menyebabkannkerugian 

konsumen. 

Jual beli online pada umumnya menggunakan perjanjian baku yang 

kontraknya sudah dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebar 

luaskanimelalui situsiinternet (website)isecara sepihakioleh pembuatikontrak 

(dalamnhal inindapat pulanoleh penjual),nuntuk ditutupnsecara digitalnoleh 

penutupikontrak (dalam hal ini konsumen). Kontrak dilakukan secara jarak jauh 

bahkannsampai melintasinbatas negara,ndan biasanyanpara pihakndalam 

perjanjianielektronik tidakisaling bertatapimuka atauitidak pernahibertemu. 

Mengenai jual beli online aturannya terdapat dalam Pasal 1 Ketentuan 

Umum, angka 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik dinyatakan bahwa “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum 

yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau 

media elektronik lainnya”. 

Parampihak yangmmelakukan melakukanmhubungan hukummatau 

melakukaniTransaksi Elektronikisebagai manaiyang dimaksudidalam Pasali17 

ayatn(1) Undang-UndangnNo. 19nTahun 2016ntentang PerubahannUndang-

UndangiNo.11 Tahuni2008 tentang Informasiidan TransaksiiElektronik wajib 

beritikadibaik dalamimelakukan interaksiipertukaran InformasiiElektronik atau 

DokumeniElektronik selamaitransaksi berlangsung. 

Transaksiielektronik akanimenjadi kontrakielektronik yangimengikat 

para pihakidalam transaksiitersebut sebagimana di atur dalam Pasal 18 Undang-
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UndangiNo. 19iTahun 2016itentang PerubahaniUndang-Undang No.11iTahun 

2008itentang Informasiidan TransaksiiElektronik. Dalamikontrakielektronik 

tersebutipara pihakiharus menyepakatiisistem elektronikiyang digunakan. Para 

pihakiyang melakukanitransaksi elektronikijuga diberikanikewenangan untuk 

memilihichoice of lawidan choiceiof forum untukipenyelesaian sengketaidalam 

transaksinya. 

Umumnyanuntuk memastikan bahwa konsumen menyetujui standar 

kontrak yang diberikan oleh pelaku usaha dalam transaksi online biasanya 

dalamnhalaman syaratndan ketentuanndalam sebuahnwebsite onlinenstore 

konsumeniharus menyetujuiisegala syaratidan ketentuaniyang telahidibuat oleh 

pihakipenjual dalamiwebsite, pihakipembeli tinggalimengklik tombolisetuju 

atauicentang tandaiceklis padaihalaman syaratidan ketentuanitersebut sebagai 

tandaikesepakatan dariikontrak elektronikiyang telahidibuat. 

Buktiibahwa hubunganihukum antaraimasing - masingipihak dalam 

transaksinjual belinsecara elektroniknini, dapatnditunjukkan dengannadanya 

dokumenielektronik berupaiinformasi elektroniknatau hasil cetakninformasi 

elektroniknyang memilikinkekuatan hukumnyang sahnbaik dalamnperadilan 

perdata,iperadilan pidana,iperadilan tataiusaha negaraidan peradilanilainnya. 

Apabilaiterjadi sengketaiantara keduanbelah pihak,nalat buktinyang 

digunakaniadalah buktiitransaksi elektronikiyang diakui sebagai alat bukti yang 

sahidalam Pasali5 Undang-Undang No.i19 Tahuni2016 tentangiPerubahan 

Undang-UndangmNo.11 Tahunm2008 tentangmInformasi danmTransaksi 

Elektronik,iyang menentukanisebagai berikut: 
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1. InformasiiElektronik dan/atauiDokumen Elektronikidan/atau hasil 

cetaknyaimerupakan alatibukti hukum yangisah.  

2. InformasiiElektronik dan/atauiDokumen Elektronikidan/atau hasil 

cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan 

dariialat bukti yangisah sesuaiidengan HukumiAcara yangiberlaku 

di Indonesia.  

3. InformasiiElektronik dan/atauiDokumen Elektronikidinyatakan sah 

pabilanmenggunakan SistemnElektronik sesuaindengan ketentuan 

yangidiatur dalamiUndang- Undangiini.  

4. Ketentuannmengenai InformasinElektronik dan/ataumDokumen 

Elektroniknsebagaimana dimaksudnpada ayatn(1) tidaknberlaku 

untuk: 

a. suratiyang menurutiUndang-Undang harusidibuat dalamibentuk 

tertulis; dan 

b. suratibeserta dokumennya yang menurut Undang- Undang harus 

dibuatidalam bentukiakta notariliatau aktaiyang dibuatioleh 

pejabatipembuatiakta. 

Dokumeniyang digunakanisebagai alatibukti haruslah dokumeniyang 

dapatidibuktikan kebenarannya, tidak sembarang dokumen elektronik dapat 

dijadikan alat bukti karna elektronik cenderung mudah disunting/dimanipulasi 

oleh manusia. 

Pasaln6 Undang-UndangnNo. 19 Tahunm2016 tentangnPerubahan 

Undang-UndangmNo.11 Tahunm2008 tentangmInformasi danmTransaksi 
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Elektronikndijelaskan informasinelektronik dan/ataundokumen elektronik 

dianggapisah sepanjangiinformasi yangitercantum diidalamnya dapatidiakses 

ditampilkan,idijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga 

menerangkanisuatuikeadaan. 

Perbuatan pembatalan perjanjian jual beli online secara sepihak dapat 

dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi karna dalam hal pembatalan 

perjanjian secara secara sepihak ini dapat merugikan konsumen, pembatalan 

perjanjian itu haruslah dilakukan dengan persetujuan dari kedua belah pihak 

sesuai dengan Pasal 1320KUHPerdata.  Walaupun bentuk perjanjiannya yaitu 

perjanjian standar atau baku yang dibuat oleh pelaku usaha secara sepihak tanpa 

ada negosiasi dengan konsumen namun tetap saja mengenai pembatalannya 

tidak boleh dilakukan secara sepihak haruslah ada persetujuan dari konsumen 

agar tidak terjadi tindakan sewenang – wenang yang dilakukan oleh pelaku 

usaha. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara yang dipergunakan dalam sebuah 

penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian atau sering 

disebut juga metodologi penelitian adalah sebuah desain atau rancangan 

penelitian. Rancangan ini berisi rumusan tentang objek atau subjek yang akan 

diteliti, teknik-teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan dan analisis 

data berkenaan dengan fokus masalah tertentu. Metode penelitian (research 

methods) adalah “cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam merancang, 
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melaksanakan, pengolah data, dan menarik kesimpulan berkenaan dengan 

masalah penelitian tertentu”.106 

1. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi pada penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan 

praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan 

di atas.107 Dalam penelitian ini penulis mengkaji dan menganalisis 

mengenai pembatalan perjanjian jual beli online secara sepihak oleh 

PT.Lazada Indonesia terhadap Herry SW. 

2. Metode Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah 

metode pendekatan “yuridis normatif”, yaitu suatu penelitian yang 

menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha 

menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dimasyarakat.108  

Penelitian ini difokuskan pada ilmu hukum serta menelaah 

kaidah-kaidah hukum perlindungan konsumen pada umumnya, 

terutama terhadap kajian tentang perlindungan konsumen dilihat 

dari sisi hukumnya (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, 

dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan 

                                                           
106N. S. Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan. Remaja Rosdakarya, Bandung, 

2008, hlm. 31. 
107Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, 1998, hlm.97 
108Ibid., hlm.106 
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(Law in Book), pengumpulan data dilakukan dengan cara 

menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti dan mengkaji 

berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa bahan 

hukum primer, sekunder dan tersier sejauh memuat informasi yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

3. Tahap Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 tahap 

penelitian dengan tujuan untuk mempermudah pengelolaan data, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengatakan:109 

Penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap 

data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis 

menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan 

bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk 

layanan yang bersifat edukatif, informatif dan 

rekreatif kepada masyarakat. 

Penelitian ini dilakukan untuk hal-hal yang bersifat teoritis 

mengenai asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan dan 

doktrin-doktrin hukum. penelitian terhadap data sekunder, data 

sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan 

mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:  

1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum 

yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang 

                                                           
109Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, “Suatu Tinjauan Singkat”, 

Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm.13 
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diurut berdasarkan hierarki peraturan perundang-

undangan, yaitu mencakup  

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Amandemen Tahun 1945 Ke-IV  

b) Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata  

c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen,  

d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  

e) PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Sistem dan Teransaksi Elektronik elektronik (PSTE) 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti 

rancangan Undang-Undang, hasil penelitian dan 

pendapat para pakar hukum; 

3) Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti 

kamus, ensiklopedia dan lain-lain. 

b. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Menurut Soerjono Soekanto:110 

                                                           
110Ibid, hlm.11 
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Penelitian lapangan adalah suatu cara memperoleh 

data yang dilakukan dengan mengadakan observasi 

untuk mendapat keterangan-keterangan yang akan 

diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku. 

Peneliti melaksanakan penelitian yang dilakukan langsung 

kepada objek yang menjadi permasalahan. Dalam hal ini akan 

diusahakan untuk memperoleh data dengan mengadakan tanya 

jawab (wawancara) dengan berbagai kalangan, para penegak 

hukum, maupun pihak yang terlibat langsung untuk keperluan 

penelitian ini. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Studi Dokumen (Document Research) 

Yaitu suatu alat pengumpulan data, yang digunakan melalui data 

tertulis, dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa 

litaratur-literatur, catatan-catatan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang 

berhubungan dengan  permasalahan yang sedang dibahas.111  

b. Wawancara  

Wawancara menurut Ronny Hanitijo Soemitro:112 

Wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan dimana 

dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam proses 

wawancara (interview) ada dua pihak yang menempati 

kedudukan yang berbeda satu pihak berfungsi sebagai 

pencari informasi atau penanya atau disebut dengan 

intervier. 

                                                           
111Ronny Hanitijo Soemitro, Op.Cit, hlm. 98 
112Ibid, hlm. 71-73 
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Terhadap data Primer, teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan wawancara (interview) melalui penelitian 

lapangan. Sebelum menyebutkan teknik komunikasi yang 

peneliti gunakan, peneliti hendak mengemukakan definisi dari 

wawancara terlebih dahulu. Wawancara adalah cara untuk 

memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang 

diwawancarai.113 Setiap interview itu memerlukan komunikasi 

atau perhubungan yang lancar antara penyelidik dengan subjek, 

dan bahwa komunikasi itu bermaksud memperoleh data yang 

harus dapat dipertanggung-jawabkan dari sudut penelitian 

keseluruhannya.114 Oleh karena itu teknik yang peneliti gunakan 

dalam wawancara ini adalah teknik komunikasi langsung. 

Teknik komunikasi langsung yaitu teknik dimana peneliti 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan komunikasi 

langsung dengan subjek penelitian.115 

5. Alat Pengumpul Data 

Alat pengumpul data ini digunakan tergantung dari teknik 

pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian. 

a. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penilitian 

kepustakaan berupa : 

                                                           
113Ibid, hlm.57 
114Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, Tarsito, Bandung, 1998, 

hlm.175 
115Ibid. hlm.162 
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Pengumpulan data dengan mempelajari literatur-

literatur maupun peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan penelitian ini berupa catatan-catatan 

dan inventarisasi hukum. 

b. Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa : 

Peneliti dalam melakukan penelian ini 

menggunakan berbagai alat dalam mendukung 

penelitiannya seperti menggunakan pedoman 

wawancara, flashdisk, handphone dan kamera. 

6. Analisis Data 

Perolehan data baik dari penelitian kepustakaan maupun dari 

data hasil penelitian lapangan akan dianalisis dengan menggunakan 

metode yuridis kualitatif yaitu tata cara penelitian yang 

menghasilkan data deskritif, data deskritif yaitu data yang 

dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga 

perilakunya yang nyata.116 

Analisis yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian 

yang utuh yang bertujuan untuk mengerti dan memahami melalui 

pengelompokan dan penyeleksian data yang diperoleh dari 

penelitian lapangan yang menurut kualitas dan kebenaranya, 

kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, penafsiran-

penafsiran hukum dan kaidah-kaidah hukum serta dilakukan 

                                                           
116Ronny Hanitijo Soemitro, Op.Cit, hlm. 80 
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sinkronisasi dan harmonisasi konstruksi hukum baik secara vertikal 

maupun horizontal yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga 

diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. 

7. Lokasi Penelitian 

a. Perpustakaan 

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan 

Bandung, di Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung. 

2) Komplek Pemda Kabupaten Bandung, JL. Raya Soreang, 

Km. 17, Pamekaran, Kec. Soreang, Kab. Bandung. 

b. Lapangan 

Lazada, Jl. Soekarno-Hatta No.287, Situsaeur, Kec. Bojongloa 

Kidul, Kota Bandung. 

8. Jadwal Penelitian 

Judul Skripsi :PERBUATAN MELAWAN HUKUM 

OLEH PT. LAZADA INDONESIA  

DALAM TRANSAKSI JUAL BELI 

ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN 

BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG 

HUKUM PERDATA 

Nama : Raja Gegya Putra Ramadhan 

No. Pokok Mahasiswa: 161000432 

No. SK Bimbingan : 083/UNPAS.FH.D/Q/II/2020 

Dosen Pembimbing : Dr. Hj. N.  Ike Kusmiati, S.H., M.hum. 
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